




Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 47

 

46 
 

Sebagaimana indikasi geografis, karakteristik atau keunikan dalam 

indikasi geografis dapat diberlakukan pula terhadap Potensi Indikasi 

Geografis. Karakteristik ini antara lain adanya faktor alam seperti tanah, 

cuaca, kadar keasaman, wilayah yang menghasilkan produk yang khas 

daerah tersebut seperti kopi toraja, kopi kintamani, mutiara mataram dan kayu 

putih ambon. Selain faktor alam terdapat pula faktor manusia yakni meliputi 

keahlian manusia yang tidak terdapat di daerah lain seperti tenun ikat 

Sumbawa. Barang-barang yang termasuk dalam kategori produk indikasi 

geografis yaitu berupa produk-produk hasil pertanian, produk olahan, hasil 

kerajinan tangan, atau barang lainnya yang memiliki karakteristik sebagai 

produk indikasi geografis.49 

2. Contoh Potensi Indikasi Geografis 
Contoh Potensi Indikasi Geografis antara lain adalah Aloe Vera 

Pontianak dari Kalimantan Barat, Cengkeh Sitoli-toli dari Sulawesi Tengah, 

Beras Merauke dari Papua, Salak Padang Sidempuan dari Sumatera Utara, 

Apel Batu dari Jawa Timur, Nanas Subang dari Jawa Barat, Rambutan Aceh 

dari Aceh, Ikan Bada Maninjau dari Sumatera Barat. 

   

   

Gambar 21. Contoh Potensi Indikasi Geografis (dari kiri atas ke kanan bawah) 
a. Aloe Vera Pontianak b. Cengkeh Sitoli-toli c. Beras Merauke d. Salak Padang 

Sidempuan e. Apel Batu f. Nanas Subang g. Rambutan Aceh h. Ikan Bada Maninjau 
Sumber: dari berbagai sumber diolah 

  

                                                      
49Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, Indikasi Geografis, Sebuah 

Pengantar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak 
Asasi RI bekerja sama dengan Japan International Co-operation Agency (JICA), 2008, hlm 66 
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BAB V 
Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal 

 
A. Petunjuk Umum Inventarisasi KIK 

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, kegiatan inventarisasi 

KIK adalah sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menerapkan 

sistem pelindungan defensif atas KIK. Namun demikian, kegiatan inventarisasi 

dimaksud dapat berkaitan dengan pelindungan yang bersifat positif. Hal ini 

dapat terjadi apabila kegiatan inventarisasi KIK berkaitan dengan aturan 

hukum mengenai akses dan pembagian keuntungan (access and benefit 

sharing) atas sebuah KIK. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa 

hal yang sangat penting untuk dipahami berkaitan dengan aktivitas 

inventarisasi suatu KIK. 

Pertama, tujuan utama inventarisasi KIK adalah untuk melindungi hak-

hak masyarakat adat agar tidak terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau 

pembagian keuntungan yang tidak adil bagi mereka. Oleh karena itu, hal 

pertama yang perlu dipahami adalah keinginan masyarakat adat dengan 

adanya inventarisasi KIK. Mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi 

pemanfaatan KIK tanpa izin dari dan/atau pembagian keuntungan yang 

memadai dengan masyarakat adat, sehingga mereka menghendaki 

dilakukannya inventarisasi. Atau, mungkin mereka menghendaki agar KIK 

dapat dicatat sehingga lebih terjamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan 

untuk sarana pendidikan, peningkatan kesadaran, dan lain-lain. Mungkin pula 

ada keinginan dari masyarakat adat untuk menunjukkan bahwa ada kaitan 

antara KIK dengan hak atas tanah yang menjadi tempat tinggal mereka, dan 

sebagainya. Satu hal penting di dalam aktivitas ini adalah bahwa perlu 

diupayakan agar seluas mungkin pemangku kepentingan yang relevan dapat 

terlibat. 

Kedua, jika dimungkinkan, diperoleh informasi mengenai kebutuhan 

pihak-pihak yang berminat untuk memanfaatkan suatu KIK, baik secara 

komersial maupun non komersial. Dengan pemahaman mengenai hal 

tersebut, maka akan lebih mudah bagi masyarakat adat untuk mengetahui 

betapa pentingnya KIK yang mereka miliki sehingga perlu dicatat untuk 

pelindungannya. Namun demikian, jika KIK yang dicari sifatnya sakral dan 
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rahasia, maka hal tersebut tidak dapat dipaksakan untuk diungkapkan kepada 

pihak ketiga, sekalipun memberikan keuntungan finansial yang sangat besar 

bagi masyarakat adat.  

Ketiga, perlu dipastikan bahwa data mengenai KIK yang telah 

diinventarisasi tidak dapat diakses secara sembarangan, terlebih lagi yang 

telah berbentuk digital. Selain untuk mencegah pemanfaatan oleh pihak ketiga 

tanpa pembagian keuntungan yang adil, jaminan tersebut juga untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat adat bahwa KIK yang bersifat sakral dan rahasia – 

jika disetujui oleh masyarakat adat untuk diinventarisasi – tidak akan 

diungkapkan kepada pihak lain tanpa seizin mereka. Hal ini membedakan dari 

upaya inventarisasi suatu elemen warisan budaya dengan tujuan untuk 

pelestarian kebudayaan, di mana pada umumnya informasi mengenai warisan 

budaya dimaksud tidak dirahasiakan sama sekali dari publik. 

Keempat, perlu dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat adat 

bahwa jika suatu KIK didokumentasikan untuk kebutuhan inventarisasi, akan 

muncul Kekayaan Intelektual Konvensional/Modern. Kekayaan Intelektual 

Konvensional/Modern tersebut dapat saja dimiliki oleh individu atau pihak 

yang melakukan dokumentasi. Sebagai contoh, kompilasi ekspresi budaya 

tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, dapat 

diberikan Hak Cipta (Pasal 40 ayat (1)(q) UUHC). Atau, tradisi lisan yang 

ditulis menjadi buku dapat diberikan Hak Cipta atas buku (Pasal 40 ayat (1)(a) 

UUHC). Oleh karena itu, untuk menghindari salah pengertian masyarakat adat 

terhadap kegiatan inventarisasi KIK, hal ini perlu diungkapkan secara terbuka. 

Di samping itu, jika dimungkinkan, dapat dilakukan aktivitas peningkatan 

kompetensi bagi masyarakat adat untuk melakukan aktivitas tersebut secara 

mandiri, sehingga mereka juga memiliki peluang untuk mendapatkan 

Kekayaan Intelektual Konvensional/Modern.  

Kelima, Penentuan masyarakat adat pemilik atau yang memiliki hak 

ekonomi dan moral atas sebuah KIK tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup 

wilayah geografis penyebaran KIK itu sendiri. Hal ini tentunya sangat 

berkaitan erat dengan isu pembagian royalti (keuntungan finansial) dan/atau 

kompensasi non finansial lainnya, kepada mereka yang memiliki hak. Namun 

demikian, dalam kenyataan, dapat terjadi situasi di mana masyarakat adat 

pemilik KIK bermigrasi ke wilayah lain dengan tetap mempraktikkan KIK 
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rahasia, maka hal tersebut tidak dapat dipaksakan untuk diungkapkan kepada 
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dimaksud di tempat tinggalnya yang baru. Jika kondisi ini terjadi, maka 

kebijakan yang perlu diambil adalah dengan melakukan pendataan mengenai 

luas wilayah penyebaran sebuah KIK sepanjang berada di dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fleksibilitas untuk 

memungkinkan bahwa sebuah KIK dimiliki oleh “seluruh masyarakat 

Indonesia” didasarkan kepada pertimbangan bahwa kita harus memelihara 

keseimbangan antara kepentingan yang bersifat ekonomi dengan upaya 

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, harus dapat dihindarkan 

terjadinya sengketa/konflik antar anggota masyarakat adat yang disebabkan 

oleh saling klaim kepemilikan atas suatu KIK. Pernyataan ini disampaikan oleh 

Bahar (dalam Antariksa, 2018: 85) yang didasarkan kepada pertimbangan 

bahwa sifat masyarakat Indonesia yang multikultural sangat rentan terhadap 

konflik antar anggota masyarakat:  

“Anhar Gonggong (dalam Kusumohamidjojo, 2000: ix) berpendapat 

bahwa „masyarakat Indonesia termasuk di antara masyarakat yang paling 

problematis di dunia‟. Problem ini disebabkan oleh kemajemukannya 

dalam aspek kebudayaan yang demikian kompleks, sehingga 

kemajemukan itu sendiri sudah menjadi persoalan bagi Bangsa 

Indonesia. Potensi persoalan yang muncul dari kondisi ini antara lain 

adalah „kerentanan masyarakat Indonesia terhadap konflik dan kekerasan 

etnik‟ (Banualim, 2002; Varshney, 2002, 2004).”50 

Di dalam formulir pencatatan, ada sejumlah informasi yang perlu 

diperoleh dalam rangka memperkuat upaya pelindungan warisan budaya tidak 

sekedar untuk pelestariannya, melainkan lebih sebagai KIK, yaitu: 
 
Tabel 3 Informasi dalam formulir pencatatan KIK 

No. Jenis Data Keterangan 

1. Tanggal Pendaftaran  

2. Nama Lokal/Populer/Latin Nama populer dan nama latin diperlukan 

untuk memberikan pemahaman kepada 

                                                      
 50Antariksa, B. 2018. Kebijakan Pembangunan Sadar Wisata: Menuju Daya Saing 
Kepariwisataan Berkelanjutan. Malang: Intrans Publishing: 85. 
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No. Jenis Data Keterangan 

pihak-pihak yang mungkin di antaranya 

merupakan calon pengguna KIK. Nama 

latin biasanya digunakan untuk nama 

SDG. 

3. Deskripsi dan/atau Fungsi Mendeskripsikan tentang KIK dan 

fungsinya (jika ada). Ini menjadi penting 

karena dapat menunjukkan tingkat nilai 

komersialnya. Di samping itu, perlu 

diklarifikasi sejauh mana KIK dimaksud 

masih dimanfaatkan dan dipraktikkan oleh 

masyarakat adat. Alasannya, apabila KIK 

sudah tidak lagi dimanfaatkan dan 

dipraktikkan maka dianggap sebagai 

bagian dari public domain. 

4. Bentuk 

(Pengetahuan/Ekspresi 

Budaya/Produk) 

Sebagaimana diketahui, sebagian besar 

KIK tidak ditulis melainkan diturunkan dari 

generasi ke generasi secara oral, 

gerakan, atau alat bantu. 

5. Lokasi Sangat penting karena akan berkaitan 

dengan pihak yang berhak atas 

pembagian keuntungan yang adil (jika KIK 

memiliki nilai komersial yang tinggi). 

6. Informasi tentang Lokasi Informasi ini menunjukkan mengenai 

kondisi lingkungan di mana KIK berada. 

Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep 

Indikasi Geografis. Lebih jauh lagi, hal ini 

dapat dikaitkan dengan isu pelindungan 

lingkungan hidup tempat tinggal 

masyarakat adat. 

7. Sifat 

(Rahasia/Keramat/Terbuka) 
Informasi ini sangat penting karena 

berkaitan dengan KIK yang dapat 
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No. Jenis Data Keterangan 
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No. Jenis Data Keterangan 

disebarluaskan dan yang dirahasiakan 

oleh masyarakat adat pemiliknya. 

8. Masyarakat Adat Pemilik dan 

alamatnya 
 

9. Sejarah Perkembangan 

Pemanfaatan 
Sejarah perkembangan kehidupan 

sebuah KIK menjadi sangat penting untuk 

dicatat karena akan menentukan pemilik 

KIK atau pihak yang memiliki hak 

ekonomi dan moral atas KIK. 

Sebagaimana diketahui, salah satu isu 

paling penting dalam upaya pelindungan 

KIK adalah mengetahui pihak yang 

berhak mendapatkan hak ekonomi dan 

moral atas pelindungan sebuah KIK. 

Sebagai contoh, perlu diketahui dengan 

pasti bahwa sebuah KIK memang benar-

benar berasal dari Indonesia, sehingga 

dapat dibuktikan sebagai milik Indonesia. 

Atau, jika sebuah KIK berasal dari negara 

lain, perlu dipastikan bahwa 

perkembangannya di Indonesia tidak lagi 

mirip sepenuhnya dengan yang ada di 

negara asalnya. 

10. Pihak dan/atau Individu yang 

Melakukan Dokumentasi 
Sangat penting karena berkaitan dengan 

pemberian KI Konvensional/Modern 

kepada yang bersangkutan. 

11. Syarat Akses dan/atau 

Pemanfaatan (Hukum Positif 
dan/atau Hukum Adat) 

Aturan hukum adat sangat penting untuk 

diperhatikan agar tidak terjadi konflik 

kepentingan. 

12. Pihak atau Individu yang 

Berhak Memberikan Izin 
Di dalam masyarakat adat ada aturan 

hukum adat yang menentukan individu 
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No. Jenis Data Keterangan 

Akses dan/atau 

Pemanfaatan 
atau lembaga yang berhak memberikan 

izin akses dan/atau pemanfaatan. 

13. Teknik Pendataan 

(Tertulis/Audiovisual/Foto/Di

gitalisasi) 

Dalam kaitannya dengan aktivitas ini, 

diupayakan agar masyarakat adat 

diajarkan pula kemampuan untuk 

melakukan pendataan. Hal tersebut 

tentunya disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan dan masyarakat adat 

setempat. Dengan demikian, mereka 

akan memiliki pula KI 

Konvensional/Modern atas hasil kegiatan 

pendataan. 

14. Bibliografi Mengenai KIK 

(jika sudah dipublikasikan) 
Sebuah KIK mungkin sudah 

dipublikasikan tanpa sepengetahuan atau 

izin masyarakat adat pemiliknya. Oleh 

karena itu, dapat ditunjukkan pula 

bibliografi mengenai KIK dimaksud, baik 

yang ditulis oleh penulis dari dalam 

maupun luar negeri. 

15. Bahasa yang Digunakan Jika sebuah KIK akan dikomersialisasikan 

berdasarkan kesepakatan bersama 

antara masyarakat adat dengan pihak 

ketiga, maka informasi tentang KIK 

tersebut perlu diterjemahkan ke dalam 

bahasa yang mudah dimengerti oleh 

umum. Jika dimungkinkan, informasi 

tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa 

internasional. 

  



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 53

 

52 
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B. Petunjuk Pengisian Formulir Inventarisasi KI Komunal 
1. Formulir Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional 
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2. Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional 
 

1. a.  Diisi dengan nama Kanwil.  

b. Diisi dengan tahun pada 2 (dua) digit pertama diikuti dengan 4 (empat) 

digit nomor pencatatan oleh Ditjen KI. 

 Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

2. a.  Diisi dengan nama EBT yang dilaporkan dengan nama yang paling 

umum dipakai/digunakan.  

 b.  Diisi dengan nama lain dari EBT yang dilaporkan pada kolom a. (Jika 

ada) 

 Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
3. Diisi dengan jenis EBT (Dipilih salah satu). 

Contoh penulisan sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diisi sesuai dengan sub jenis EBT yang dilaporkan.  

Contoh penulisan sebagai berikut 

 

5. Diisi dengan klasifikasi EBT yang dilaporkan. Boleh dipilih lebih dari satu. 
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2. Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional 
 

1. a.  Diisi dengan nama Kanwil.  

b. Diisi dengan tahun pada 2 (dua) digit pertama diikuti dengan 4 (empat) 

digit nomor pencatatan oleh Ditjen KI. 

 Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

2. a.  Diisi dengan nama EBT yang dilaporkan dengan nama yang paling 

umum dipakai/digunakan.  

 b.  Diisi dengan nama lain dari EBT yang dilaporkan pada kolom a. (Jika 

ada) 

 Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
3. Diisi dengan jenis EBT (Dipilih salah satu). 

Contoh penulisan sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diisi sesuai dengan sub jenis EBT yang dilaporkan.  

Contoh penulisan sebagai berikut 

 

5. Diisi dengan klasifikasi EBT yang dilaporkan. Boleh dipilih lebih dari satu. 
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Contoh penulisan sebagai berikut:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : Jika klasifikasi bersifat rahasia dan ada pantangan untuk 

dipublikasikan maka uraian/deskripsi/sejarah EBT yang bersangkutan tidak 

akan dipublikasikan pada pusat data DJKI.  

 
6. Diisi dengan penjelasan atas klasifikasi EBT yang dilaporkan.  

Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

7. Diisi dengan nama orang yang melaporkan EBT tersebut (jika dari instansi, 

sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan). 

Contoh penulisan sebagai berikut : 

 

 

 

 

8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal pada saat membuat laporan 

mengenai EBT ini.  

 Contoh penulisan sebagai berikut: 
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9. Diisi dengan nama Kustodian EBT (nama komunitas / organisasi / asosiasi 

/ badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat 

hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan EBT yang 

dilaporkan. 

Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 
 

10. Persetujuan pencatatan EBT dari Kustodian EBT (nama komunitas / 

organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau 

perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan 

mengembangkan serta bertanggung jawab atas EBT yang dilaporkan. 

Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 
11. Diisi dengan nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan  tentang EBT tersebut, bisa juga merupakan Guru budaya atau 

Maestro yang sangat memahami tentang EBT tersebut. (Jika ada dan 

boleh diisi lebih dari satu) 

Contoh penulisan sebagai berikut: 
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9. Diisi dengan nama Kustodian EBT (nama komunitas / organisasi / asosiasi 

/ badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat 

hukum adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan EBT yang 

dilaporkan. 

Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 
 

10. Persetujuan pencatatan EBT dari Kustodian EBT (nama komunitas / 

organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / kelompok sosial atau 

perorangan / masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan 

mengembangkan serta bertanggung jawab atas EBT yang dilaporkan. 

Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 
11. Diisi dengan nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan  tentang EBT tersebut, bisa juga merupakan Guru budaya atau 

Maestro yang sangat memahami tentang EBT tersebut. (Jika ada dan 

boleh diisi lebih dari satu) 

Contoh penulisan sebagai berikut: 
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12. Diisi dengan menyebutkan nama lokasi/daerah utama EBT tersebut dan 

juga lokasi lain jika ada.  

Contoh penulisan sebagai berikut:   

 

 

 

 

13. Diisi dengan uraian/deskripsi/sejarah singkat mengenai EBT yang 

dilaporkan saat ini. Apa jenisnya, siapa yang melaporkan, dimana letak 

asal EBT tersebut, bagaimana proses atau keadaan EBT tersebut saat ini, 

kapan EBT tersebut dilaporkankan dan bagaimana prosesnya? Serta 

bagaimana fungsi sosial EBT yang bersangkutan.  

Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

14. Diisi mengenai penjelasan kondisi EBT tersebut pada saat dilaporkan. 

Boleh dipilih lebih dari satu pilihan. 

Contoh penulisan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

15. Diisi mengenai cara atau upaya pelestarian / Promosi Karya budaya 

tersebut selama ini. Boleh diisi lebih dari satu pilihan.  

Contoh penulisan sebagai berikut: 
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16. Diisi mengenai jenis dokumentasi yang dimiliki saat laporan EBT ini dikirim. 

Boleh dipilih lebih dari satu pilihan.  

Contoh penulisan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 
17. Diisi dengan referensi yang digunakan dalam pelaporan karya budaya baik 

berupa naskah / buku / prasasti / sumber lisan yang ditulis sumber secara 

lengkap berisi data-data  nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, 

penerbit, naskah kuno, prasasti, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) 

yang masih hidup, usia, dll. 

Contoh penulisan sebagai berikut:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Catatan :  

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif. 
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16. Diisi mengenai jenis dokumentasi yang dimiliki saat laporan EBT ini dikirim. 

Boleh dipilih lebih dari satu pilihan.  

Contoh penulisan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 
17. Diisi dengan referensi yang digunakan dalam pelaporan karya budaya baik 

berupa naskah / buku / prasasti / sumber lisan yang ditulis sumber secara 

lengkap berisi data-data  nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, 

penerbit, naskah kuno, prasasti, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) 

yang masih hidup, usia, dll. 

Contoh penulisan sebagai berikut:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Catatan :  

Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif. 
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3. Formulir Inventarisasi Pengetahuan Tradisional 
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5. Diisi dengan nama tempat dan tanggal pada saat membuat laporan 

mengenai PT ini.  

 Contoh penulisan sebagai berikut: 

 
 

 
6. Diisi persetujuan  pencatatan PT dari Kustodian PT (nama 

komunitas/organisasi/asosiasi/ badan/paguyuban/kelompok sosial atau 

perorangan/masyarakat hukum adat) yang menjaga, memelihara dan 

mengembangkan serta bertanggung jawab atas PT yang dilaporkan. 

Contoh penulisan sebagai berikut:  

 

 

 

 
7. Diisi dengan nama Kustodian PT (nama komunitas / organisasi / asosiasi / 

badan / paguyuban / kelompok sosial atau perorangan / masyarakat hukum 

adat) yang menjaga, memelihara dan mengembangkan PT yang 

dilaporkan. 

Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

8. Diisi dengan nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan  tentang PT tersebut. 

Contoh penulisan sebagai berikut :  

 

 

 

9. Diisi dengan menyebutkan nama lokasi/daerah utama PT tersebut dan juga 

lokasi lain jika ada. Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

69 
 

10. Diisi dengan uraian/deskripsi/sejarah singkat mengenai PT yang dilaporkan 

saat ini. (Apa jenisnya, siapa yang melaporkan, dimana letak asal PT 

tersebut, bagaimana proses PT tersebut saat ini, jika tanaman obat bagian 

tanaman yang digunakan dan khasiatnya, kapan PT tersebut dilaporkankan 

dan bagaimana prosesnya? Serta bagaimana kegunaan dari PT yang 

bersangkutan. Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Diisi mengenai penjelasan kondisi PT tersebut pada saat dilaporkan. Boleh 

dipilih lebih dari satu pilihan.  

Contoh penulisan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 
 
12. Diisi mengenai cara atau upaya pelestarian / promosi PT tersebut selama 

ini. Boleh diisi lebih dari satu pilihan.  

Contoh penulisan sebagai berikut :  
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13. Diisi mengenai jenis dokumentasi yang dimiliki saat laporan PT ini di kirim. 

Boleh dipilih lebih dari satu pilihan.  

Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 
14. Diisi dengan referensi yang digunakan dalam pelaporan PT baik berupa 

naskah / buku / sumber lisan yang ditulis sumber secara lengkap berisi 

data-data  nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit, naskah 

kuno, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, 

dll. 

Contoh penulisan sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Catatan :  
Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif. 
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13. Diisi mengenai jenis dokumentasi yang dimiliki saat laporan PT ini di kirim. 

Boleh dipilih lebih dari satu pilihan.  

Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 
14. Diisi dengan referensi yang digunakan dalam pelaporan PT baik berupa 

naskah / buku / sumber lisan yang ditulis sumber secara lengkap berisi 

data-data  nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit, naskah 

kuno, sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, 

dll. 

Contoh penulisan sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Catatan :  
Inventarisasi KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif. 
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5. Formulir Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis 
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6. Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis 

 
1. a.   Diisi dengan nama Kanwil.  

b. Diisi dengan tahun pada 2 (dua) digit pertama diikuti dengan 4 (empat) 

digit nomor pencatatan oleh Ditjen KI. 

 Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 
2. Diisi dengan nama potensi IG yang merupakan tanda yang menunjukkan 

daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan 

geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua 

faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu 

pada barang dan/atau produk yang dihasilkan dengan nama yang paling 

umum dipakai/digunakan.  

Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 
3. Diisi dengan nama pemohon yang melaporkan Potensi IG (kalau dari 

instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan). 

Contoh penulisan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

4. Diisi dengan jenis barang/produk. Adapun yang dimaksud dengan jenis 

barang dan/atau produk bisa berupa:  sumber daya alam, barang kerajinan 

tangan atau hasil industri. Contoh penulisan sebagai berikut : 

 
 

5. Diisi dengan karakteristik dan kualitas barang/produk. 
Contoh penulisan sebagai berikut: 
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6. Diisi  dengan uraian batas wilayah/peta wilayah. (Boleh dilampirkan)  
Contoh penulisan sebagai berikut:  
 
 

 
7. Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan.  

Contoh penulisan sebagai berikut : 

  

 

 
8. Diisi dengan uraian/deskripsi/sejarah singkat potensi IG yang dilaporkan 

saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana 

prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial potensi IG yang bersangkutan). 

Contoh penulisan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau 

lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim). 

Contoh penulisan sebagai berikut : 
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6. Diisi  dengan uraian batas wilayah/peta wilayah. (Boleh dilampirkan)  
Contoh penulisan sebagai berikut:  
 
 

 
7. Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan.  

Contoh penulisan sebagai berikut : 

  

 

 
8. Diisi dengan uraian/deskripsi/sejarah singkat potensi IG yang dilaporkan 

saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana 

prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial potensi IG yang bersangkutan). 

Contoh penulisan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau 

lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim). 

Contoh penulisan sebagai berikut : 
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7. Formulir Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis 
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Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual78

 

78 
 

8. Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Sumber Daya Genetik (SDG) 
 

1. a. Diisi dengan nama Kanwil.  

b. Diisi dengan tahun pada 2 (dua) digit pertama diikuti dengan 4 (empat) 

digit nomor pencatatan oleh Ditjen KI. 

 Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

2. a.  Diisi dengan nama SDG yang dilaporkan dengan nama yang paling 

umum di pakai/digunakan.  

 b.  Diisi dengan nama lain dari SDG yang dilaporkan pada kolom a. (Jika 

ada) 

 Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

3. Diisi dengan jenis SDG. 

Contoh penulisan sebagai berikut:  

 

 

 

 

4. Diisi dengan nama orang yang melaporkan SDG tersebut (kalau dari 

instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan) 

Contoh penulisan sebagai berikut : 
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8. Panduan Pengisian Formulir Inventarisasi Sumber Daya Genetik (SDG) 
 

1. a. Diisi dengan nama Kanwil.  

b. Diisi dengan tahun pada 2 (dua) digit pertama diikuti dengan 4 (empat) 

digit nomor pencatatan oleh Ditjen KI. 

 Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

2. a.  Diisi dengan nama SDG yang dilaporkan dengan nama yang paling 

umum di pakai/digunakan.  

 b.  Diisi dengan nama lain dari SDG yang dilaporkan pada kolom a. (Jika 

ada) 

 Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

3. Diisi dengan jenis SDG. 

Contoh penulisan sebagai berikut:  

 

 

 

 

4. Diisi dengan nama orang yang melaporkan SDG tersebut (kalau dari 

instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan) 

Contoh penulisan sebagai berikut : 
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5. Diisi dengan nama tempat dan tanggal pada saat membuat laporan 

mengenai SDG ini. Contoh penulisan sebagai berikut: 

 
 
 

 
6. Diisi dengan nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / kelompok 

sosial / perseorangan yang memberikan persetujuan pembuatan laporan 

mengenai SDG tersebut. 

Contoh penulisan sebagai berikut :  

 

 

 

 

7. Diisi dengan uraian/deskripsi/sejarah singkat mengenai SDG yang 

dilaporkan saat ini. (Apa jenisnya, siapa yang melaporkan, dimana letak asal 

SDG tersebut, bagaimana proses SDG tersebut saat ini, jika tanaman obat 

bagian tanaman yang digunakan dan khasiatnya, kapan SDG tersebut 

dilaporkan dan bagaimana prosesnya? Serta bagaimana kegunaan dari 

SDG yang bersangkutan. 

Contoh penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

8. Diisi dengan nama komunitas / organisasi / asosiasi / badan / paguyuban / 

kelompok sosial atau perorangan penanggung jawab SDG yang dilaporkan: 

Contoh penulisan sebagai berikut: 
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9. Diisi dengan menyebutkan nama lokasi/daerah utama SDG tersebut dan 

juga lokasi lain jika ada.  

Contoh penulisan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

10. Diisi mengenai jenis dokumentasi yang dimiliki saat laporan SDG ini di kirim. 

Boleh dipilih lebih dari satu pilihan.  

Contoh penulisan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Diisi dengan referensi yang digunakan dalam pelaporan SDG baik berupa 

naskah / buku / sumber lisan yang ditulis sumber secara lengkap berisi data-

data  nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit, naskah kuno,  

sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll. 

Contoh penulisan sebagai berikut :  
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9. Diisi dengan menyebutkan nama lokasi/daerah utama SDG tersebut dan 

juga lokasi lain jika ada.  

Contoh penulisan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

10. Diisi mengenai jenis dokumentasi yang dimiliki saat laporan SDG ini di kirim. 

Boleh dipilih lebih dari satu pilihan.  

Contoh penulisan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Diisi dengan referensi yang digunakan dalam pelaporan SDG baik berupa 

naskah / buku / sumber lisan yang ditulis sumber secara lengkap berisi data-

data  nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit, naskah kuno,  

sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll. 

Contoh penulisan sebagai berikut :  
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C. Petunjuk Pengisian Pusat Data KI Komunal 
1. Persyaratan Menggunakan Aplikasi 

Berikut ini adalah persyaratan untuk menggunakan aplikasi: 

a. Koneksi internet.  

b. Personal Computer (PC) / Laptop / Smart Phone. 

c. Peramban Google Chrome, atau Mozila Firefox, atau Safari. 

2. Membuka Aplikasi 

Berikut ini adalah panduan untuk membuka aplikasi: 

a. Buka peramban yang akan Anda gunakan. 

b. Ketikan alamat berikut pada address bar: 
http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id  

c. Tekan Enter / Go. 

d. Selanjutnya akan ditampilkan halaman utama penelusuran sebagai berikut: 

 
3. Melakukan Penelusuran 

Berikut ini adalah panduan untuk melakukan penelusuran: 

a. Ketikan kata kunci penelusuran (keyword) yang akan ditelusuri pada kotak 

yang tersedia. 

 
b. Tekan Enter 

c. Untuk melakukan penelusuran lanjutan, klik/pilih icon sisi kanan pada kotak 

yang tersedia.  
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d. Kriteria yang tersedia untuk melakukan penelusuran adalah: 

 Judul KIK, nama KIK yang dicatatkan. 

 Nama Pemohon, nama pemohon yang mengajukan pencatatan. 

 Kustodian, nama kustodian yang tercatat. 

 Asal, pilihan nama provinsi asal KIK. 

e. Tekan Enter atau klik tombol Search. 

f. Selanjutnya akan ditampilkan halaman hasil penelusuran sebagai berikut: 

 
4. Melakukan Filtrasi Hasil Penelusuran 

Berikut ini adalah panduan untuk melakukan filtrasi hasil penelusuran 

berdasarkan jenis KIK apakah termasuk EBT, PT, SDG serta IG: 

a. Pada sisi sebelah kiri halaman hasil penelusuran akan ditampilkan pilihan 

jenis KIK 

 
b. Pilih (checked) atau tidak pilih (unchecked) pada tombol disebelah kiri 

jenis KIK. 

c. Misalkan hanya akan menampilkan jenis KIK berupa EBT dan IG saja, 

maka dipilih sbb: 
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5. Melihat Rinci Hasil Penelusuran Berikut ini adalah panduan untuk melihat rinci hasil penelusuran: a. Setelah mendapat hasil penelusuran, klik pada judul yang akan dilihat: 

 b. Setelah itu, akan ditampilkan halaman rinci hasil penelusuran: 

 c. Klik Icon gambar pada salah satu thumbnail gambar: 

 d. Akan ditampilkan pop-up gambar yang diperbesar sbb: 
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d. Kriteria yang tersedia untuk melakukan penelusuran adalah: 

 Judul KIK, nama KIK yang dicatatkan. 

 Nama Pemohon, nama pemohon yang mengajukan pencatatan. 

 Kustodian, nama kustodian yang tercatat. 

 Asal, pilihan nama provinsi asal KIK. 

e. Tekan Enter atau klik tombol Search. 

f. Selanjutnya akan ditampilkan halaman hasil penelusuran sebagai berikut: 

 
4. Melakukan Filtrasi Hasil Penelusuran 

Berikut ini adalah panduan untuk melakukan filtrasi hasil penelusuran 

berdasarkan jenis KIK apakah termasuk EBT, PT, SDG serta IG: 

a. Pada sisi sebelah kiri halaman hasil penelusuran akan ditampilkan pilihan 

jenis KIK 

 
b. Pilih (checked) atau tidak pilih (unchecked) pada tombol disebelah kiri 

jenis KIK. 

c. Misalkan hanya akan menampilkan jenis KIK berupa EBT dan IG saja, 

maka dipilih sbb: 
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5. Melihat Rinci Hasil Penelusuran 

Berikut ini adalah panduan untuk melihat rinci hasil penelusuran: 

a. Setelah mendapat hasil penelusuran, klik pada judul yang akan dilihat: 

 
b. Setelah itu, akan ditampilkan halaman rinci hasil penelusuran: 

 
c. Klik Icon gambar pada salah satu thumbnail gambar: 

 
d. Akan ditampilkan pop-up gambar yang diperbesar sbb: 
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Catatan: 
Jika dokumentasi yang dicatat adalah berupa berkas musik atau video, maka 
aplikasi akan memutar berkas tersebut. 

6. Login Aplikasi 

Untuk melakukan inventarisasi informasi KIK maka pengguna harus 

melakukan login ke dalam aplikasi dengan username dan password yang 

diberikan. Berikut ini adalah panduan untuk melakukan login aplikasi:  

a. Buka peramban yang akan Anda gunakan. 

b. Ketikan alamat berikut pada address bar: 
http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/login  

c. Tekan Enter / Go. 

d. Selanjutnya akan ditampilkan halaman login aplikasi sebagai berikut: 

 
e. Masukan username dan password yang diberikan, 

f. Tekan Enter atau klik tombol Login. 

g. Jika login berhasil maka akan diarahkan ke halaman dashboard aplikasi. 

Jika login gagal maka Anda akan tetap berada pada halaman login. 

7. Logout Aplikasi 

Berikut ini adalah panduan untuk melakukan logout aplikasi:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, tombol logout berada pada kanan atas. 

b. Klik tombol segitia terbalik / nama akun untuk memunculkan menu logout. 

 
c. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman login kembali. 

8. Menambah Data Ekspresi Budaya Tradisional 

Berikut ini adalah panduan untuk menambah data ekspresi budaya tradisional:  



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 85

 

84 
 

Catatan: 
Jika dokumentasi yang dicatat adalah berupa berkas musik atau video, maka 
aplikasi akan memutar berkas tersebut. 

6. Login Aplikasi 

Untuk melakukan inventarisasi informasi KIK maka pengguna harus 

melakukan login ke dalam aplikasi dengan username dan password yang 

diberikan. Berikut ini adalah panduan untuk melakukan login aplikasi:  

a. Buka peramban yang akan Anda gunakan. 

b. Ketikan alamat berikut pada address bar: 
http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/login  

c. Tekan Enter / Go. 

d. Selanjutnya akan ditampilkan halaman login aplikasi sebagai berikut: 

 
e. Masukan username dan password yang diberikan, 

f. Tekan Enter atau klik tombol Login. 

g. Jika login berhasil maka akan diarahkan ke halaman dashboard aplikasi. 

Jika login gagal maka Anda akan tetap berada pada halaman login. 

7. Logout Aplikasi 

Berikut ini adalah panduan untuk melakukan logout aplikasi:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, tombol logout berada pada kanan atas. 

b. Klik tombol segitia terbalik / nama akun untuk memunculkan menu logout. 

 
c. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman login kembali. 

8. Menambah Data Ekspresi Budaya Tradisional 

Berikut ini adalah panduan untuk menambah data ekspresi budaya tradisional:  

 

85 
 

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Ekspresi Budaya Tradisional 

pada sisi kiri. 

b. Klik menu tersebut. 

 
c. Klik tombol New 

 
d. Yang perlu diisi pada informasi ekspresi budaya tradisional antara lain: 

 Asal/Wilayah 

 Nama EBT/Alias 

 Jenis/Sub Jenis 

 Klasifikasi 

 Penjelasan Klasifikasi 

 Pelapor 

 Kustodian 

 Persetujuan 

 Guru Budaya 

 Lokasi 

 Deskripsi 

 Kondisi Saat Ini 

 Upaya Pelestarian 

 Referensi 

 Dokumentasi 

e. Isikan nama Kanwil/Asal, isikan nama EBT, aliasnya, jenis dan sub Jenis 

EBT, klasifikasi dan penjelasan 
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f. Untuk menambah pelapor, klik tombol Tambah. 

g. Isikan Nama, Instansi, Jabatan, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, 

Kode Pos, Telepon 

 
h. Klik Submit untuk menyimpan pelapor. 

 
i. Isikan Kustodian, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah. 

 
j. Isikan Persetujuan, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 
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f. Untuk menambah pelapor, klik tombol Tambah. 

g. Isikan Nama, Instansi, Jabatan, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, 

Kode Pos, Telepon 

 
h. Klik Submit untuk menyimpan pelapor. 

 
i. Isikan Kustodian, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah. 

 
j. Isikan Persetujuan, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 
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k. Isikan Guru Budaya/Maestro, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 

 
l. Isikan Lokasi EBT, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 

 
m. Isikan Uraian/Deskripsi/Sejarah 

 
n. Pilih Kondisi EBT Saat ini 

 
o. Pilih Upaya pelestarian/promosi EBT (dapat lebih dari satu) 

 
p. Isikan Referensi yang menjadi rujukan 

 
q. Upload (unggah) dokumentasi baik berupa: gambar, audio, video atau 

dokumen. 
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r. Klik tombol Save untuk menyimpan keseluruhan data. 

s. Jika berhasil akan ditampilkan pesan EBT created. 

t. Selanjutnya EBT dapat ditelusuri pada bagian penelusuran: 

 
9. Mengubah Data Ekspresi Budaya Tradisional 

Berikut ini adalah panduan untuk mengubah data ekspresi budaya tradisional:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Ekspresi Budaya Tradisional 

pada sisi kiri. 

b. Klik menu tersebut. 

 
c. Pilih (klik) Judul EBT yang akan diubah 

 
d. Lakukan perubahan pada bagian yang diinginkan. 

e. Klik tombol Save pada bagian bawah untuk mengubah data. 

 
10. Menghapus Data Ekspresi Budaya Tradisional 
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r. Klik tombol Save untuk menyimpan keseluruhan data. 

s. Jika berhasil akan ditampilkan pesan EBT created. 

t. Selanjutnya EBT dapat ditelusuri pada bagian penelusuran: 

 
9. Mengubah Data Ekspresi Budaya Tradisional 

Berikut ini adalah panduan untuk mengubah data ekspresi budaya tradisional:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Ekspresi Budaya Tradisional 

pada sisi kiri. 

b. Klik menu tersebut. 

 
c. Pilih (klik) Judul EBT yang akan diubah 

 
d. Lakukan perubahan pada bagian yang diinginkan. 

e. Klik tombol Save pada bagian bawah untuk mengubah data. 

 
10. Menghapus Data Ekspresi Budaya Tradisional 
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Berikut ini adalah panduan untuk menghapus data ekspresi budaya 

tradisional:  

a. Pada tabel data ekspresi budaya tradisional, klik Icon delete pada data 

yang akan dihapus. 

 
b. Jika ditampilkan konfirmasi, jawab Ya/Yes untuk menghapus data tersebut. 

11. Menambah Data Pengetahuan Tradisional 

Berikut ini adalah panduan untuk menambah data pengetahuan tradisional:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Pengetahuan Tradisional 

pada sisi kiri. 

b. Klik menu tersebut. 

 
c. Klik tombol New 

 
d. Yang perlu diisi pada informasi pengetahuan tradisional antara lain: 

 Asal/Wilayah 

 Nama PT/Alias 

 Jenis 

 Pelapor 

 Persetujuan 

 Kustodian 

 Guru Budaya 

 Lokasi 

 Deskripsi 

 Kondisi Saat Ini 

 Upaya Pelestarian 

 Referensi 

 Dokumentasi 
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e. Isikan nama Kanwil/Asal, isikan nama PT, aliasnya, jenis PT. 

 
f. Untuk menambah pelapor, klik tombol Tambah. 

g. Isikan Nama, Instansi, Jabatan, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, 

Kode Pos, Telepon 

 
h. Klik Submit untuk menyimpan pelapor. 

 
i. Isikan Persetujuan, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 

 
j. Isikan Kustodian, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 
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e. Isikan nama Kanwil/Asal, isikan nama PT, aliasnya, jenis PT. 

 
f. Untuk menambah pelapor, klik tombol Tambah. 

g. Isikan Nama, Instansi, Jabatan, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, 

Kode Pos, Telepon 

 
h. Klik Submit untuk menyimpan pelapor. 

 
i. Isikan Persetujuan, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 

 
j. Isikan Kustodian, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 
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k. Isikan Guru Budaya/Maestro, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 

 
l. Isikan Lokasi PT, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 

 
m. Isikan Uraian/Deskripsi/Sejarah 

 
n. Pilih Kondisi PT Saat ini 

 
o. Pilih Upaya pelestarian/promosi PT (dapat lebih dari satu) 

 
p. Isikan Referensi yang menjadi rujukan 
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q. Upload (unggah) dokumentasi baik berupa: gambar, audio, video atau 

dokumen. 

 
r. Klik tombol Save untuk menyimpan keseluruhan data. 

s. Jika berhasil akan ditampilkan pesan PT created. 

t. Selanjutnya PT dapat ditelusuri pada bagian penelusuran: 

 

 
12. Mengubah Data Pengetahuan Tradisional 

Berikut ini adalah panduan untuk mengubah data pengetahuan tradisional:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Ekspresi Budaya Tradisional 

pada sisi kiri. 



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 93

 

92 
 

 
q. Upload (unggah) dokumentasi baik berupa: gambar, audio, video atau 

dokumen. 

 
r. Klik tombol Save untuk menyimpan keseluruhan data. 

s. Jika berhasil akan ditampilkan pesan PT created. 

t. Selanjutnya PT dapat ditelusuri pada bagian penelusuran: 

 

 
12. Mengubah Data Pengetahuan Tradisional 

Berikut ini adalah panduan untuk mengubah data pengetahuan tradisional:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Ekspresi Budaya Tradisional 

pada sisi kiri. 

 

93 
 

b. Klik menu tersebut. 

 
c. Pilih (klik) Judul PT yang akan diubah 

 
d. Lakukan perubahan pada bagian yang diinginkan. 

e. Klik tombol Save pada bagian bawah untuk mengubah data. 

 
13. Menghapus Data Pengetahuan Tradisional 

Berikut ini adalah panduan untuk menghapus data pengetahuan tradisional:  

a. Pada tabel data pengetahuan tradisional, klik Icon delete pada data yang 

akan dihapus. 

 
b. Jika ditampilkan konfirmasi, jawab Ya/Yes untuk menghapus data tersebut. 

14. Menambah Data Potensi Indikasi Geografis 

Berikut ini adalah panduan untuk menambah data potensi indikasi geografis:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Potensi Indikasi Geografis 

pada sisi kiri. 

b. Klik menu tersebut. 

 
c. Klik tombol New 
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d. Yang perlu diisi pada informasi potensi indikasi geografis antara lain: 

 Asal/Wilayah 

 Nama Potensi IG 

 Jenis Barang 

 Karakteristik & Kualitas Barang 

 Uraian Batas Wilayah 

 Peta 

 Pelapor 

 Deskripsi 

 Dokumentasi 

e. Isikan nama Kanwil/Asal, isikan nama IG, jenis barang/produk, 

karakteristik, uraian batas wilayah, upload peta. 

 
f. Untuk menambah pelapor, klik tombol Tambah. 

g. Isikan Nama, Instansi, Jabatan, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, 

Kode Pos, Telepon 

 
h. Klik Submit untuk menyimpan pelapor. 
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d. Yang perlu diisi pada informasi potensi indikasi geografis antara lain: 

 Asal/Wilayah 

 Nama Potensi IG 

 Jenis Barang 

 Karakteristik & Kualitas Barang 

 Uraian Batas Wilayah 

 Peta 

 Pelapor 

 Deskripsi 

 Dokumentasi 

e. Isikan nama Kanwil/Asal, isikan nama IG, jenis barang/produk, 

karakteristik, uraian batas wilayah, upload peta. 

 
f. Untuk menambah pelapor, klik tombol Tambah. 

g. Isikan Nama, Instansi, Jabatan, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, 

Kode Pos, Telepon 

 
h. Klik Submit untuk menyimpan pelapor. 
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i. Isikan Uraian/Deskripsi/Sejarah 

 
j. Upload (unggah) dokumentasi baik berupa: gambar, audio, video atau 

dokumen. 

 
k. Klik tombol Save untuk menyimpan keseluruhan data. 

l. Jika berhasil akan ditampilkan pesan IG created. 

m. Selanjutnya IG dapat ditelusuri pada bagian penelusuran: 

 

 
15. Mengubah Data Potensi Indikasi Geografis 
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Berikut ini adalah panduan untuk mengubah data potensi indikasi geografis:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Potensi Indikasi Geografis 

pada sisi kiri. 

b. Klik menu tersebut. 

 
c. Pilih (klik) Judul Potensi IG yang akan diubah 

 
d. Lakukan perubahan pada bagian yang diinginkan. 

e. Klik tombol Save pada bagian bawah untuk mengubah data. 

 
16. Menghapus Data Potensi Indikasi Geografis 

Berikut ini adalah panduan untuk menghapus data potensi indikasi geografis:  

a. Pada tabel data potensin indikasi geografis, klik Icon delete pada data 

yang akan dihapus. 

 
b. Jika ditampilkan konfirmasi, jawab Ya/Yes untuk menghapus data tersebut. 

17. Menambah Data Sumber Daya Genetik 

Berikut ini adalah panduan untuk menambah data sumber daya genetik:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Sumber Daya Genetik pada 

sisi kiri. 

b. Klik menu tersebut. 

 



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 97

 

96 
 

Berikut ini adalah panduan untuk mengubah data potensi indikasi geografis:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Potensi Indikasi Geografis 

pada sisi kiri. 

b. Klik menu tersebut. 

 
c. Pilih (klik) Judul Potensi IG yang akan diubah 

 
d. Lakukan perubahan pada bagian yang diinginkan. 

e. Klik tombol Save pada bagian bawah untuk mengubah data. 

 
16. Menghapus Data Potensi Indikasi Geografis 

Berikut ini adalah panduan untuk menghapus data potensi indikasi geografis:  

a. Pada tabel data potensin indikasi geografis, klik Icon delete pada data 

yang akan dihapus. 

 
b. Jika ditampilkan konfirmasi, jawab Ya/Yes untuk menghapus data tersebut. 

17. Menambah Data Sumber Daya Genetik 

Berikut ini adalah panduan untuk menambah data sumber daya genetik:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Sumber Daya Genetik pada 

sisi kiri. 

b. Klik menu tersebut. 
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c. Klik tombol New 

 
d. Yang perlu diisi pada informasi sumber daya genetik antara lain: 

 Asal/Wilayah 

 Nama SDG/Alias 

 Jenis SDG 

 Pelapor 

 Persetujuan 

 Kustodian 

 Lokasi 

 Deskripsi 

 Referensi 

 Dokumentasi 

e. Isikan nama Kanwil/Asal, isikan nama SDG, nama alias, jenis SDG. 

 
f. Untuk menambah pelapor, klik tombol Tambah. 

g. Isikan Nama, Instansi, Jabatan, Alamat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, 

Kode Pos, Telepon 

 
h. Klik Submit untuk menyimpan pelapor. 
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i. Isikan Persetujuan 

 
j. Isikan Kustodian, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 

 
k. Isikan Lokasi SDG 

 
l. Isikan dokumentasi baik berupa: gambar, audio, video atau dokumen. 

 
m. Isikan referensi yang dijadikan acuan. 
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i. Isikan Persetujuan 

 
j. Isikan Kustodian, jika lebih dari 1 (satu) klik tombol Tambah 

 
k. Isikan Lokasi SDG 

 
l. Isikan dokumentasi baik berupa: gambar, audio, video atau dokumen. 

 
m. Isikan referensi yang dijadikan acuan. 
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n. Isikan dokumentasi baik berupa: gambar, audio, video atau dokumen. 

 
o. Klik tombol Save untuk menyimpan keseluruhan data. 

p. Jika berhasil akan ditampilkan pesan SDG created. 

q. Selanjutnya SDG dapat ditelusuri pada bagian penelusuran: 

 
18. Mengubah Data Sumber Daya Genetik 

Berikut ini adalah panduan untuk mengubah data sumber daya genetik:  

a. Setelah login aplikasi berhasil, terdapat menu Sumber Daya Genetik pada 

sisi kiri. 

b. Klik menu tersebut. 

 
c. Pilih (klik) Judul Sumber Daya Genetik yang akan diubah 

 
d. Lakukan perubahan pada bagian yang diinginkan. 

e. Klik tombol Save pada bagian bawah untuk mengubah data. 
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19. Menghapus Data Sumber Daya Genetik 

Berikut ini adalah panduan untuk menghapus data sumber daya genetik:  

a. Pada tabel data potensin indikasi geografis, klik Icon delete pada data 

yang akan dihapus. 

 

 
b. Jika ditampilkan konfirmasi, jawab Ya/Yes untuk menghapus data tersebut. 
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19. Menghapus Data Sumber Daya Genetik 

Berikut ini adalah panduan untuk menghapus data sumber daya genetik:  

a. Pada tabel data potensin indikasi geografis, klik Icon delete pada data 

yang akan dihapus. 

 

 
b. Jika ditampilkan konfirmasi, jawab Ya/Yes untuk menghapus data tersebut. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual 

Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan 

Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional 

(EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara 

umum Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang 

kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual 

lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual.  

Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang 

perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu 

kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Pemerintah 

untuk secara bertahap dapat memberikan pelindungan yang efektif dan efisien. 

Pelindungan pada tahap pertama adalah dengan menerapkan pendekatan yang 

bersifat defensif. Pendekatan yang bersifat defensif dapat dilakukan melalui 

penyusunan basis data (database) yang menunjukkan bahwa sebuah KIK adalah 

milik masyarakat adat di Indonesia. 

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas DJKI dalam inventarisasi KIK, maka 

DJKI menyusun Modul Kekayaan Intelektual Komunal yang berisi tentang dasar-

dasar pengetahuan tentang KI Komunal (selanjutnya disingkat KIK). Modul ini 

disusun dengan sasaran khusus pegawai Kanwil Kemenkumham di seluruh 

Indonesia terutama pegawai yang bertanggung jawab di bidang KI. Kanwil 

Kemenkumham sebagai kepanjangan tangan DJKI dalam melakukan 

inventarisasi KIK, tentulah harus memiliki pengetahuan dan petunjuk praktis 

terkait persyaratan, ketentuan hukum dan hal-hal lain terkait inventarisasi KIK. 

DJKI berharap modul ini dapat menjadi rujukan pegawai Kanwil Kemenkumham 

dalam upaya mereka menjadi agen-agen inventarisasi KIK di seluruh Indonesia. 
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B. Tindak Lanjut 
Modul ini membekali pembaca dengan materi Filosofi KI Komunal yang 

membahas mengenai aspek Kekayaan Intelektual dari Ekspresi Budaya 

Tradisional, Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik, kepemilikan 

KIK, pentingnya pelindungan terhadap KIK, bentuk pelindungan defensif dan 

positif atas KIK, serta kasus pelanggaran pemanfaatan KIK di Indonesia. Modul 

ini juga membahas pengertian umum KI Komunal, petunjuk umum inventarisasi 

KI Komunal, petunjuk pengisian Formulir Inventarisasi KI Komunal, dan petunjuk 

pengisian Pusat Data KI Komunal. 

Modul ini diharapkan menjadi panduan praktis pegawai Kanwil 

Kemenkumham dalam melaksanakan proses inventarisasi KIK ke seluruh 

pelosok nusantara. Pada tahun anggaran berikutnya direncanakan akan disusun 

modul lanjutan yang akan membahas topik KIK secara lebih mendalam dan 

dilengkapi pembaruan atas regulasi serta kebijakan terkait inventarisasi KIK.
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B. Tindak Lanjut 
Modul ini membekali pembaca dengan materi Filosofi KI Komunal yang 

membahas mengenai aspek Kekayaan Intelektual dari Ekspresi Budaya 

Tradisional, Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik, kepemilikan 

KIK, pentingnya pelindungan terhadap KIK, bentuk pelindungan defensif dan 

positif atas KIK, serta kasus pelanggaran pemanfaatan KIK di Indonesia. Modul 

ini juga membahas pengertian umum KI Komunal, petunjuk umum inventarisasi 

KI Komunal, petunjuk pengisian Formulir Inventarisasi KI Komunal, dan petunjuk 

pengisian Pusat Data KI Komunal. 

Modul ini diharapkan menjadi panduan praktis pegawai Kanwil 

Kemenkumham dalam melaksanakan proses inventarisasi KIK ke seluruh 

pelosok nusantara. Pada tahun anggaran berikutnya direncanakan akan disusun 

modul lanjutan yang akan membahas topik KIK secara lebih mendalam dan 

dilengkapi pembaruan atas regulasi serta kebijakan terkait inventarisasi KIK.
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